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MOTTO

“Punishment is not for revenge, but to lessen crime and reform the criminal.”*

( Hukuman bukan untuk balas dendam, tetapi untuk mengurangi kejahatan
dan merefomulasi kriminal )

* Diakses pada tanggal 27 Mei 2014 dari Elizabeth Fry dalam www.brainyquote.com
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RINGKASAN

Tindak pidana Narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang

menjadi perhatian, khususnya dalam sistem pemidanaan. Sistem sanksi dalam

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

tidak terlalu jelas mengingat Narkotika merupakan zat berbahaya yang dapat

merusak jiwa dan raga generasi muda. Undang-Undang tersebut dapat

mempengaruhi hakim dalam memutus perkara tindak pidana Narkotika. Hal

tersebut dapat diketahui dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor

215/Pid.B/2013/PN.Jr. Dalam putusan tersebut, Sugianto sebagai terdakwa

dijatuhi hukuman 6 bulan karena terbukti bersalah menguasai dan menggunakan

Narkotika jenis Metamfetamina. Dalam hal ini, permasalahan yang pertama

timbul adalah kesesuaian putusan hakim dalam perkara nomor :

215/Pid.B/2013/PN.Jr dengan sistem sanksi double track system dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua, kesesuaian putusan

hakim yang memidana terdakwa dalam perkara nomor : 215/Pid.B/2013/PN.Jr

dengan tujuan pemidanaan. Dalam putusan tersebut, hakim hanya menjatuhkan

hukuman sanksi pidana saja, tetapi tidak menjatuhkan sanksi tindakan tersebut

patut dikaji kesesuaian sanksinya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika dan teori tujuan pemidanaan.

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisa sistem sanksi

dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melalui

keputusan hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor: 215/Pid.B/2013/PN.Jr. Selain

itu, skripsi ini juga bertujuan untuk menganalisa tujuan pemidanaan dengan

hukuman pidana penjara yang diberikan oleh hakim dalam Putusan Pengadilan

Negeri Jember Nomor: 215/Pid.B/2013/PN.Jr.

Metode penelitian yang digunakan terhadap pengajian studi kasus pada

penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach)

dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum primer

yang digunakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang
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Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Putusan Pengadilan

Negeri Jember Nomor : 215/Pid.B/2013/PN.Jr. Sumber bahan hukum sekunder

adalah buku-buku teks dan sumber bahan non hukum adalah berupa buku tentang

kedokteran karena dalam skripsi ini beruang lingkup pada penggunaan Narkotika.

Kesimpulan yang pertama adalah putusan hakim di Pengadilan Negeri

Jember Nomor: 215/Pid.B/2013/PN.Jr kurang sesuai dengan aturan dalam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena dalam undang-

undang tersebut setiap Pecandu Narkotika diwajibkan untuk dilakukan upaya

rehabilitasi. Kesimpulan yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika mempunyai kelemahan dalam sistem sanksinya yang dapat

menjadikan hakim salah menafsirkan aturan didalamnya. Sehingga putusan hakim

dalam tindak pidana Narkotika seringkali tidak sesuai teori tujuan pemidanaan

karena tidak adanya pemisahan sistem sanksi dalam Undang-Undang tersebut.

Saran dari pengkajian studi kasus dalam penelitian skripsi ini adalah

mempertegas ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika dengan tujuan pengaplikasian double track system dapat

ditegakkan secara benar dan menyarankan hakim lebih memperhatikan teori

tujuan pemidanaan dalam memutus perkara tindak pidana Narkotika.
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